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 ABSTRAK  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP) 

Kabupaten Banyuwangi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di 

Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro. Menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja organisasi publik dari 

Agus Dwiyanto (2006), analisis dilakukan melalui lima indikator: 

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPUCKPP 

secara umum cukup baik, terutama pada aspek responsivitas dan 

akuntabilitas. Namun, efektivitas distribusi program dan realisasi 

kegiatan masih terbatas, dengan hanya 38% dari 13 kegiatan yang 

terealisasi pada tahun 2024. Permasalahan utama meliputi keterbatasan 

anggaran, siklus perencanaan tahunan, serta belum meratanya 

pembangunan jalan. Temuan ini memperluas studi sebelumnya dengan 

memberikan bukti pentingnya sinergi kelembagaan antara DPUCKPP 

dan pemerintah kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 

sistem perencanaan partisipatif, transparansi publik, dan perluasan 

penelitian ke wilayah lain untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas 

kinerja dinas dalam mendukung pembangunan infrastruktur lokal. 
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I. INTRODUCTION 

Instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki peranan 

strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga persatuan bangsa, 

sekaligus sebagai penggerak dan pengawas pelaksanaan pembangunan (Naja, 2004). 

Peran penting ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan 

masyarakat madani, dibutuhkan aparatur negara yang adil dan merata dalam 

memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kinerja instansi pemerintah, khususnya 

aparatur negara, menjadi hal penting yang mencerminkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Konsep kinerja dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu kinerja 

individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja personal dalam 

suatu institusi, sedangkan kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang 

dicapai oleh organisasi secara kolektif (Pasolong, 2007). Mangkunegara (2001) 

menambahkan bahwa kinerja menekankan pada output atau hasil kerja yang 

dihasilkan dari fungsi-fungsi dalam suatu pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

untuk mencapai kinerja yang baik, seseorang harus memahami tugas, tanggung 

jawab, serta memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Namun demikian, menurut Dhuha (2007), pengukuran kinerja instansi 

pemerintah sering kali tidak objektif karena hanya berfokus pada penyerapan 

anggaran tanpa mempertimbangkan dampak dan manfaat dari kegiatan tersebut. 

Padahal, pengukuran kinerja seharusnya mencakup proses, keluaran, manfaat, serta 

dampak kegiatan. Mahmudi dalam Hardiansyah (2011) juga menekankan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari akuntabilitas instansi 

pemerintah yang menunjukkan pencapaian terhadap visi dan misi organisasi. 

Kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja, 

budaya organisasi, sarana dan prasarana, serta sistem umpan balik (Mangkunegara, 

2001). Oleh karena itu, evaluasi kinerja instansi pemerintah harus dilakukan secara 

periodik untuk menilai efektivitas kerja dan memberikan masukan bagi peningkatan 

pelayanan publik. Mahsun (2006) menyebutkan bahwa evaluasi kinerja penting 

untuk mengetahui keberhasilan sektor publik dalam menyediakan barang dan jasa. 

Infrastruktur merupakan elemen utama dalam mendukung pembangunan 

ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan investasi, partisipasi 

masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Banyuwangi periode 2018–2022 menunjukkan tren peningkatan, 

di mana PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp93.298.945,08 juta (BPS, 

2023). Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi terus bergerak positif seiring 

perbaikan infrastruktur. 

Todaro (2015) menjelaskan bahwa infrastruktur meliputi jalan, pelabuhan, air 

bersih, dan layanan publik lain yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian oleh Kansil et al. (2023) dan Syahputra et al. (2021) juga menunjukkan 
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bahwa infrastruktur jalan, air, dan listrik memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi pilar 

utama dalam strategi pembangunan jangka panjang di Indonesia. 

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan 

jalan sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan jalan harus tepat mutu, 

tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun dalam 

praktiknya, pembangunan jalan sering kali mengalami berbagai kendala, termasuk 

keterbatasan anggaran dan perencanaan yang tidak tepat sasaran. 

DPUCKPP Kabupaten Banyuwangi sebagai SKPD yang bertanggung jawab 

dalam pemeliharaan jalan memiliki visi besar dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Meski demikian, masih ditemukan 

banyak kerusakan jalan, seperti di Kelurahan Gombengsari yang merupakan 

wilayah penyangga Kota Banyuwangi. Kondisi jalan di wilayah ini memprihatinkan, 

banyak berlubang dan rusak parah sehingga membahayakan masyarakat. 

Kondisi jalan yang buruk di Kelurahan Gombengsari menyebabkan 

ketidaknyamanan dan kerusakan kendaraan warga. Bahkan masyarakat harus 

swadaya untuk melakukan perbaikan jalan. Data dari BPS (2021) menunjukkan 

bahwa terdapat 6,7 km jalan rusak dan 1,06 km dalam kondisi rusak berat di 

Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, laporan DPUCKPP tidak mencantumkan 

wilayah Gombengsari dalam daftar prioritas perbaikan, yang berarti kurangnya 

perhatian terhadap keluhan masyarakat setempat (Ebta Andharisandi, 2024). 

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/81/KEP/429.011/2023 juga tidak 

memasukkan Gombengsari dalam program infrastruktur jalan tahun 2023, 

menunjukkan lemahnya integrasi perencanaan daerah. Dengan demikian, 

diperlukan evaluasi menyeluruh atas kinerja DPUCKPP dalam menjalankan fungsi 

pelayanan publik.  

 

II. LITERATUR REVIEW  

A. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam Pemeliharaan 

Infrastruktur Jalan Daerah (Ransun et al. 2017) 
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Studi ini bertujuan untuk untuk mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan daerah. 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Manado masih tergolong tidak terstruktur dan tidak 

sepenuhnya berhasil. Itu dikarenakan masyarakat menilai hasil kerja yang 

ternyata tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat. Kinerja yang 

telah ditunjukan oleh Dinas Pekejaan Umum Kota Manado sudah dianggap 

baik karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun tidak oleh 

masyarakat, karena masyarakat menilai kinerja pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sikap 

transparasi dalam melaksanakan fungsi pengawasann dan pelaporan 

terhadap pelaksanaan program pemeliharaan infrastruktur jalan di kota 

manado masih kurang baik. 

B. Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum (Studi 

Kasus di Bagian Bina Marga Provinsi Bengkulu (Kurniawan et al. 2023) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi 

programpemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 

dan Pertanahandi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat 

programpemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

teknikpengumpulan menurut Sugiyono yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi.Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian datadan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa evaluasi program pemeliharaan jalan padaDinas 

Pekerjaan Umum Bagian Bina Marha di Provinsi Bengkulu berjalan cukup 

baik, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan 

kurangnya sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dalam menjalankan program pemeliharaan jalan. Salah satu 

aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan koordinasi antara Dinas 
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Pekerjaan Umum dengan pihak terkait, seperti dinas terkait dan masyarakat, 

dalam hal pemeliharaan jalan. 

C. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan di Kota Surakarta (Studi Kasus Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan pada Bidang Bina Marga (Rosa et al. 2022) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  Kinerja  DPUPR  dalam 

pemeliharaan jalan dan jembatan di Kota Surakarta khusunya pada Bidang Bina 

Marga dengan menggunakan teori Agus Dwiyanto (2006:50) yang terdiri dari 5 

indikator yaitu Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan 

Akuntabilitas. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kinerja  DPUPR  kota  

Surakartadalam pemeliharaan   jalan    dan   jembatan   khusunya   bidang   Bina   

Marga   sudah   baik. Produktivitas  dalam  capaian  tujuan  serta  efektif  dan  efisien  

dalam  alokasi  dana  sudah baik,  dan  kualitas  layanan  yang  dilakukan  sudah  baik  

dan  sesuai  dengan  harapan masyarakat, dengan menyediaka 86% jalan dan 93% 

jembatan dalam kondisi baik, untuk responsivitas cukup  walaupun  sudah 

menyediakan media yang bisa digunakan  untuk menyampaikan aspirasi tetapi masih 

banyak masyarakat yang belum tahu. Sedangkan, indikator responsibilitas dan 

akuntabilitas belum baik dan belum dilakukan dengan optimal, dilihat dari 

tanggungjawab dalam memberikan informasiyang belum baik dan transparansi yang    

belum    tersampaikan    kepada    masyarakat.    Sehingga    peneliti memberikan 

saran supaya lebih cepat dalam menanggapi setiapkeluhan yang diterima dan 

memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat tentang pemeliharaan jalan 

dan jembatan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu untuk mengevaluasi kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum Cipta Karya Peruamahan dan Kawasan Permukiman 

(DPUCKPP) Kabupaten Banyuwangi dalam pemeliharaan jalan. Pengukuran 

kinerja dilakukan dengan beberapa indikator seperti produktivitas, kualitas 

layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ketiga penelitian 

tersebut tidak memiliki fokus pada daerah tertentu secara spesifik, sehingga kajian 

yang dilakukan terlalu umum dan sulit untuk melakukan penerapan evaluasi. Hal 

tersebut juga menimbulkan bias karena penilaian saran penelitian yang diajukan 

tidak dapat dipantau secara khusus. Pada penelitian ini dikembangkan fokus pada 

daerah kelurahan tertentu sehingga kajian dapat lebih spesifik. Pada penelitian 
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Ransun et al. (2017) dan Rosa et al. (2022) data yang didapatkan tidak disebutkan 

pengolahan secara numerik sehingga tidak diketahui kesalahan dari pengolahan 

data. Pada penelitian ini dikembangkan pengolahan data secara numerik sehingga 

data dapat ditunjang dan divalidasi secara matematis.  

 

III. METHODS 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan 

dipilih secara purposive, terdiri dari: 1) Pejabat Fungsional Penata Kelola 

Perumahan. sebagai informan kunci, 2) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan 

dan Perumahan sebagai informan utama, serta 3) Lurah Gombengsari dan Tokoh 

Masyarakat sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

 

IV. RESULTS 

 Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta 

Karya, Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP) dalam pemeliharaan infrastruktur 

jalan di Kelurahan Gombengsari. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan lima 

Indikator Kinerja Organisasi dari Agus Dwiyanto (2006), yaitu: produktifitas, kualitas 

layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berikut adalah analisis hasil 

penelitian dengan mengaitkan pada teori dan studi terdahulu: 

1. Produktivitas 

DPUCKPP telah menjalankan pembagian kerja dan anggaran berbasis skala 

prioritas wilayah. Namun, belum semua jalan di Kelurahan Gombengsari mendapat 

perbaikan. 

Analisis Teori: 

Menurut Dwiyanto (2006), produktivitas organisasi publik diukur dari efisiensi dan 

efektivitas capaian kerja dalam menggunakan sumber daya. Temuan ini mendukung 

teori tersebut, di mana produktivitas internal dinas cukup baik, tetapi belum efektif 

menjangkau semua kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. 
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Perbandingan dengan Studi Sebelumnya: 

• Studi oleh Ransun et al. (2017) di Kota Manado menunjukkan bahwa 

produktivitas Dinas PU cenderung belum maksimal karena kurangnya 

penyesuaian antara output dinas dan kebutuhan masyarakat. 

• Penelitian ini memperluas hasil sebelumnya dengan menunjukkan bahwa 

produktivitas juga dipengaruhi oleh distribusi anggaran yang bersifat politis 

dan teknokratik (misalnya melalui POKIR), bukan semata-mata kemampuan 

teknis dinas. 

2. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan DPUCKPP dinilai baik oleh masyarakat karena tanggap 

menerima pengaduan dan melakukan survei cepat, tetapi proses pelaksanaan sering 

tertunda karena menunggu siklus anggaran. 

Analisis Teori: 

Dwiyanto (2006) menyebut kualitas layanan sebagai indikator penting keberhasilan 

organisasi publik, ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan respons. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan teori, namun menunjukkan keterbatasan pada proses 

eksekusi akibat sistem keuangan publik tahunan. 

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya: 

• Dalam studi oleh Rosa et al. (2022) di Kota Surakarta, kualitas layanan dinilai 

baik karena adanya media aspirasi masyarakat. Namun, keterbatasan waktu 

dan alokasi dana juga menjadi kendala. 

• Penelitian ini mendukung dan mempertegas hasil tersebut, serta 

menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lapangan 

sangat berpengaruh terhadap persepsi layanan. 

3. Responsivitas 

DPUCKPP menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat, 

berkoordinasi melalui kelurahan, dan menurunkan tim survei dalam waktu singkat. 

Analisis Teori: 

Responsivitas dalam teori Dwiyanto adalah kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan pelayanan. Temuan ini 
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mendukung teori dengan menunjukkan bahwa adanya hubungan kolaboratif antara 

dinas dan kelurahan mempercepat proses tanggapan. 

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya: 

• Dalam studi Kurniawan et al. (2023) di Provinsi Bengkulu, responsivitas 

Dinas PU terhambat karena lemahnya koordinasi lintas instansi. 

• Penelitian ini menunjukkan hasil berbeda, di mana koordinasi yang kuat 

antara kelurahan dan DPUCKPP justru menjadi faktor keberhasilan utama 

dalam merespons kebutuhan warga. 

4. Responsibilitas 

DPUCKPP menerapkan pendekatan tanggung jawab melalui program 

“Banyuwangi Melayani”, menyediakan kanal pengaduan resmi, dan menugaskan 

pegawai secara profesional. 

Analisis Teori: 

Dwiyanto menyatakan bahwa responsibilitas berkaitan dengan etika dan tanggung 

jawab sosial dari organisasi. Temuan ini mendukung teori, terutama dalam hal 

implementasi tanggung jawab moral melalui layanan aduan publik dan tindakan 

cepat. 

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya: 

• Penelitian Rosa et al. menemukan bahwa tanggung jawab informasional 

masih lemah. 

• Temuan penelitian ini memperluas studi sebelumnya dengan memberikan 

bukti bahwa tanggung jawab bisa diukur dari partisipasi aktif pegawai dan 

kecepatan layanan, bukan hanya keterbukaan informasi. 

5. Akuntabilitas 

DPUCKPP telah membuka informasi kegiatan kepada publik melalui 

Musrenbangdes dan melakukan sosialisasi anggaran serta spek teknis 

pembangunan. Namun, masih ada kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 

anggaran 2025. 

Analisis Teori: 
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Dwiyanto menekankan bahwa akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban 

publik, baik secara administratif maupun moral. Penelitian ini sejalan dengan teori, 

menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas administratif sudah berjalan, namun 

masih perlu penguatan dalam bentuk laporan publik dan monitoring bersama 

masyarakat. 

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya: 

• Dalam studi Kurniawan dkk, akuntabilitas dinas terganggu oleh minimnya 

SDM dan sistem pelaporan yang lemah. 

• Penelitian ini mengonfirmasi sebagian dari temuan tersebut, tetapi 

menambahkan bahwa faktor transparansi kegiatan lapangan juga sangat 

menentukan kepercayaan publik. 

Secara umum, hasil penelitian ini: 

Mendukung teori kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto (2006); 

• Memperluas studi sebelumnya dengan menambahkan konteks lokal 

Kelurahan Gombengsari yang menunjukkan sinergi kelembagaan dan peran 

aktif kelurahan; 

• Berbeda dari beberapa studi sebelumnya yang menyoroti lemahnya 

koordinasi atau keterbatasan dinas, di mana DPUCKPP Banyuwangi 

menunjukkan respons yang relatif cepat, meskipun realisasi kegiatan masih 

terbatas oleh anggaran dan waktu. 

❖ Berikut adalah temuan utama dari penelitian Evaluasi Kinerja DPUCKPP dalam 

Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, yang 

disajikan dalam bentuk tabel ringkasan indikator kinerja, serta data kegiatan 

tahun 2024–2025. Penyajian ini mengikuti indikator teori Agus Dwiyanto (2006). 

Indikator Temuan Lapangan Keterangan 

Produktivitas 

DPUCKPP telah melaksanakan 

pembagian kerja berdasarkan 

skala prioritas wilayah. Survei 

dilakukan rutin di wilayah 

tertentu. 

Namun, masih terdapat jalan 

yang belum pernah diperbaiki 

dan masyarakat menilai 

produktivitas meningkat tetapi 

belum merata. 
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Indikator Temuan Lapangan Keterangan 

Kualitas 

Layanan 

DPUCKPP cepat menanggapi 

pengaduan, melakukan survei 

bersama masyarakat. 

Pelayanan cukup baik, namun 

implementasi lambat karena 

menunggu penganggaran dan 

proses administrasi. 

Responsivitas 

Respon cepat dari DPUCKPP 

setelah keluhan disampaikan 

melalui kelurahan. 

Terjadi koordinasi antar instansi. 

Kelurahan juga tanggap 

menindaklanjuti laporan 

masyarakat. 

Responsibilitas 

Tersedia kanal resmi: Program 

“Banyuwangi Melayani”, 

memuat kontak langsung untuk 

pelaporan. 

Petugas menjalankan tugas 

dengan pendekatan profesional. 

Namun realisasi kegiatan tetap 

tergantung siklus anggaran. 

Akuntabilitas 

DPUCKPP melakukan sosialisasi 

teknis & anggaran. Disampaikan 

dalam Musrenbangdes dan 

dokumentasi program 

pembangunan. 

Terdapat transparansi kegiatan, 

baik program yang sudah 

maupun yang belum terealisasi, 

terutama pada tahun anggaran 

2024–2025. 

 

❖ Tabel Realisasi dan Rencana Kegiatan Infrastruktur Jalan DPUCKPP di 

Kelurahan Gombengsari 

Kegiatan Tahun 2024 (Terealisasi) 

No Jenis Kegiatan Lokasi 
Panjang 

(meter) 
Usulan Status 

1 Pavingisasi Jalan Lingk. Gombeng Sawahan 180 m POKIR Terealisasi 

2 Pavingisasi Jalan 
Lingk. Gombeng 

Sumberwaru 
130 m POKIR Terealisasi 

3 Pembangunan Hotmix Jl. Irjen Kali Klatak 300 m POKIR Terealisasi 
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No Jenis Kegiatan Lokasi 
Panjang 

(meter) 
Usulan Status 

4 Pembangunan Hotmix Lingk. Kacangan 160 m POKIR Terealisasi 

5 Pembangunan Hotmix Lingk. Lerek 160 m POKIR Terealisasi 

Kegiatan Tahun 2025 (Belum Terealisasi) 

No Jenis Kegiatan Lokasi Status 

1 Pavingisasi Jalan RT 03 RW 02, Lingk. Gombeng Belum Terealisasi 

2 Pavingisasi Jalan Depan rumah Cak Eli, Lingk. Suko Belum Terealisasi 

3 Pavingisasi Jalan RT 06 RW 02, Kel. Gombengsari Belum Terealisasi 

4 Pavingisasi Jalan RT 03 RW 03, Sumbersewu Belum Terealisasi 

5 Pavingisasi Jalan RT 03 RW 02, Lingk. Kacangan Belum Terealisasi 

6 Pavingisasi Jalan RT 05 RW 02, Lingk. Sawahan Belum Terealisasi 

7 Pavingisasi Jalan RT 01 RW 01, Lingk. Suko Belum Terealisasi 

8 Pavingisasi Jalan Depan rumah Pak Dul, Lingk. Sumbersewu Belum Terealisasi 
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V. CONCLUSION AND SUGGESTION 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja DPUCKPP cukup baik, 

terutama dalam hal Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. DPUCKPP 

telah melaksanakan tugas sesuai dengan skala prioritas wilayah, menanggapi 

pengaduan masyarakat secara cepat, dan melakukan sosialisasi kegiatan secara 

terbuka. Meskipun demikian, masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan 

pembangunan akibat keterbatasan anggaran dan sistem penganggaran tahunan. 

Dari 13 kegiatan yang direncanakan, baru 5 kegiatan (38%) yang terealisasi pada 

tahun 2024, sedangkan sisanya (62%) masih direncanakan untuk 2025. Temuan ini 

menunjukkan bahwa meskipun DPUCKPP telah menunjukkan komitmen yang kuat 

dalam meningkatkan layanan publik, efektivitas kinerja secara keseluruhan masih 

perlu ditingkatkan, terutama dalam distribusi pembangunan dan percepatan 

realisasi kegiatan. 

5.2 Saran 

A. Rekomendasi Praktis 

1. Optimalisasi Sistem Perencanaan dan Monitoring: 

DPUCKPP perlu meningkatkan sistem pemetaan kebutuhan infrastruktur 

berbasis data dan partisipasi masyarakat agar distribusi pembangunan lebih 

merata dan adil. 

2. Peningkatan Kapasitas Layanan Digital: 

Dinas perlu mengembangkan platform pengaduan berbasis daring yang 

mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan terintegrasi dengan kelurahan. 

3. Penguatan Sinergi Antar Lembaga: 

Kolaborasi antara kelurahan dan DPUCKPP yang telah berjalan baik perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan dengan sistem koordinasi berbasis SOP 

(Standard Operating Procedure). 

4. Realisasi Program Bertahap dan Transparan: 

Agar kepercayaan publik tetap terjaga, DPUCKPP harus melakukan publikasi 

rutin atas progres kegiatan yang telah dan akan dilakukan, termasuk kendala 

yang dihadapi. 
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B. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Perluasan Cakupan Lokasi Penelitian: 

Penelitian di masa mendatang dapat mencakup beberapa kelurahan atau 

kecamatan lain di Banyuwangi untuk mendapatkan gambaran kinerja 

DPUCKPP yang lebih komprehensif. 

2. Penggunaan Metode Kuantitatif atau Mixed Methods: 

Untuk melengkapi data kualitatif, penelitian lanjutan disarankan 

menggunakan kuesioner kepada masyarakat luas untuk menilai kepuasan 

publik secara statistik. 

3. Evaluasi Efektivitas Program Banyuwangi Melayani: 

Penelitian berikutnya dapat fokus pada efektivitas dan dampak program ini 

sebagai kanal pengaduan publik yang inovatif dan solutif. 
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